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ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan penelitian ulang oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008
tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI
51/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 147/PMK.04/2009 (BN Tahun
2009 No. 286).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Penetapan kembali
Tarif dan/atau Nilai Pabean dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan. Jangka waktu
2 (dua) tahun untuk melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, dihitung sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat
Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). SPKTNP berfungsi sebagai penetapan
Direktur Jenderal, pemberitahuan kepada Importir, dan penagihan kepada Importir. Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Penelitian Ulang terhadap Tarif
dan/atau Nilai Pabean dalam Pemberitahuan Pabean, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Hasil dari Penelitian Ulang dapat berupa ditemukan
adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka
impor atau tidak ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor. Berdasarkan permohonan Importir, Direktur Jenderal atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menetapkan Kasifikasi barang atas barang impor sebagai
dasar untuk penghitungan Bea Masuk sebelum diajukan Pemberitahuan Pabean (Pre Entry
Cassification).

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 1
Agustus 2011.



